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BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR : 006 TAHUN 2016
TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI

BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,

PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

a.

1.

-

bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 77 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka perlu
dilakukan penyesuaian atas pelaksanaan perjalanan dinas
dilingkunan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal
Abab Lematang Ilir, tentang Perubahan Peraturan Bupati
Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 004 Tahun 2015 tentang
Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil
Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang llir;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 22);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 .tentang

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Dari Korupsi,
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Kolusi Dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan  Lembavan Negara

Republik indonesia Nomoir 385141

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuaingan
Negara {Lembaran Negara Repubhik indonesia Tahun 20035
Nomwr 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286

Undang Undang  Nomor 1 Tahun 2004 Tentuang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara  Republik
fndonesia Tahun 2004 Nomwor 3. Tambahan  Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 433535 1

Undang-Undang  Nomor 15 tahun 2004 Tenrang
Pemeriksaan  Pengelotaan Tanggung  Jawabh  henangan
Negara | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomior 66, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomaor 44001,

Undang-Undang  Nomor 23 rmbiun 2014 Tentdng
Pemenmntahan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 33870 sebagaimana  elah
beberapa  kah dmbah, terakhir dengan Undang Undang
Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubaban kedus  atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2034
Nomor 2346, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

[ndonesia Nomor 5389y

Undang-Undang  Nomnor 33 Tabhun 2004 teniang
Permmbangan  Keuangan Antara Pemenntal Pusar Dan
Pemerimtah Daerah {Lembaran Negara Repubhhk Indunesma
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438;;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Repubiik

indonesia Nomor 1578},




9. Peraturan Mentert Dalam Neger: Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan houangan Dacrah
sebagaimana telah beberapa kah diubah. terakhir dengan
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011
Tentang Perubahan RKedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negert Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengelotann
heuangan Dacrah (Berita Republik indonesia Tahun 2011

Nomor 3105

H) Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  113:PMK 05722012
temmtang  Penanlanan Dinas Dalam Negerl bagr pemjaban
Negara, Pegawal Negert. dan Pegawar Tdak tetap iBenmta

Negara Repubbik indonesia Tahun 2012 Nomor G781,

11 Peraturan Menteri heuangan Repubhk fudonesia Nomor
65/PMR. 0272015 tentang Standar Biava Masukan Tahun
Anggaran 2010 tanggal 26 Maret 2015;

12 Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang v Nomor
Tahun 2010 rentang Anggaran Vendapatan Belania Dacrah

Rabupaten Penukal Abab Lematang liir tabun 2016

MEMUTUSKAN
Menetapkan 0 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DAGT BUPATL
WARIL BUPATL PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWA]

NEGERD SIPIL DI LINGRKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PENURKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupai inisang dunaksud denpan -
1. Provinst adalah Provinst Sumaterd Selatan,

P Daerah adalaly Kabupaten Penukal Abab Lematang Hhr,

L

Hupatt adalab Bupat Kabupaten Penukal Abab Lematang i
4. Waki Bupan adalaly Wakit Bupat kabupaten Penukal Abab Lematang v

Dewan Perwakilan Rakvar Daerah selanjutmva disingkat DPRD adalah

Ut

Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang {iir
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Pirnpinan/Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Rabupaten
Penukal Abab Lematang ir;

Sckretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang the

Peganal Negeri Sipil vang selanjutnva disingkat PNS adalab Pegawal
Negeri Sipnl sebagaunana dimaksud Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Fokok-pokok  Repegawaian schagaimana telabhy dinbah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Talbiun 1999,

Pegawar Tidak Tetap adalah Pegawar vang diangkat, untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanaan tugas pemenntahan dan pembangunan sang
bersitat  teknis  profesional dan  adimtnestrasi sesuwanr kebuiaehan dan
kemampuan keuangan pemerintah kabupaten  Penukal Abab Lematanyg
Hir.

Satuan hena Perangkat Daerah vang selanjuinva disebut SKPD adalab
Peranghat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ihr selaku Pengguna Anggaran,

Perjalanan [Dmas adalah Perjalanan ke luar tempat kedudukan vang
dilakukan dalam wiavab Republik Indonesia untuk kepentingan Jacrah
Periaianan Dinas jabatan adolih Peralanan Dinas melewats batas kot
dansarau dalam  kota tempat kedodukan ke tempat vang ditaju,
melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam
daerah;

Perjalanan Irnas pindab adalah Perjalanan Dinas dart Tempa:
Keduduhan vang lama ke tempat kedudukan vang baru berdasavhan
stral heputusan pindah:

Pengguna Angparan adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggarat, untuh melaksanakan tugas pokok.dan fungsi Satean kera
Peranghat Daerah vang dipimpinnya;

Perjalanan Dinas Dalam Daeraly adaiah Perjalanan Dinas o dadam
Wilavah Kabupaten Penukal Abab Lematang (i

Perjalanan inas Laar Daerah adalah Perjalanan Dinas ke luar Wilavah
kabupeaten Penukal Abab Lematang thr

Peralanan Dimas Luar Negeri adalah Penalanan iimas ke hiar tempa
Kedudukan  batk  perscorangan  maupul  bersamea-sama  antuk

kepentingan Negara atas Perintah Pejabat vang berwenang vang
o & R . [ 3 N
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difakhukan danm wilanah Republik Indonesia  antuk bertolak ke luar Negerns

din nba dr Indonesia darn Luar Negen,

IS fhava Rill et cosip adalah iva vang dikeluarkan sesuai dengan hukri
progetuaran vang sah:

a0 Lumpsum adalah scoon jumlal uang sang telah dibitung terletnh dhishuln
dan dibavarkan sekaligus:

Z00 Uang Konstribusi adalah sebagian dari Jumpsum vang ditanpgung phak
i ataa dibavarkan secara tersendivt kepada pihak lain, seperti bava
makan. pengapan atau uang saku sestai undangan penvelengeara:

21 Surar Perintah Tugas vang selanjutnya disingkat SPT adalab Surat vang
dikeliarkan oleh Pepabat vang herwenany vang bersthan perintab o
meliksanakan tupas,

220 Surar Permtah Periddanan Dinas vang selanjutiva disingkat SPPE adaiah
naskah dinas dar pejabat vans berwenang kepada bawaban arao peinhan
tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.

23 Tempat Kedudukan adalah tempat, kota dimana kantor/satuan kerpa
herada

24 Tempat Tupuan adalabh rempat / kota vang menjadt tojuan perpdatae
dinns

25 Tempat Tujuan Pindab adalah tempat/ kota tajuan pindal:,

A6 Standar Biava adalah sataan bava sang ditetapkan sebagin acuan

perhitungan keburuhan anggaoram dalam Rencana Kerja Anggaran,

BAB II
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(B Peraturan Bupan im mengatur nelaksanaan  dan Pertanggunginwabar

Penalanan Dinas bag Bupati. Wakil Bupat, Pimpinan Angeota DPRD Jdan

Pegawar Negern Sl dan Pegawar Tudak Tetap vang dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah

{2

hg hik

Perjalanan inas sebagatmana thmaksud pada avar {1 mehput

a. Perpadanan Dimas Jabatan

b Peratunan Dinas Pindah




BAB IIH
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perialanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebaga
berikut
a. Selektif, vaitu hanva untuk kepentingan vang sangar tinggl dan pnontas
svang berkaitan dengan penvelenggaraan pemerintahan,
b Ketersediaan anggaran dan kesesuatan dengan pencapaian kinerja Skl
¢. Efisiensi penggunaan belama daerah
d. Akuntabilitas  pemberian perintah pelaksanaan  perjalanan dinas  dan

pembebanan tnava perjalanan dinas

BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jdabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (24 huruf a
digolongkan menjadi

a. Perjalunan Dinas Jabatan Luar Provinsi Sumatera Selaran.

b, Perjalanan Dinas Jabaran dadam Provinsi Sumatera Selaran.

¢. Perjalanan [inas Luar Negeri

Pasal 5

Perjaianan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:
a Pelaksanaan tugas dan fungs: vang melekat pada jabatan.
b Mengikuti rapat seminar. sosialisasi. bimbingan teknis dan sejermisimoa.
c. Menempob wjian dinas/ujian jabatan seleksi Tugas Belajar,

. Mengikuti pendrdikan dan pelatihan.

BAB V
SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALAN DINAS

Pagal 6

{1 Pemalanan "hinas  jabatan  dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD sesual
permiah Bupat atau arasan Pelaksana SPPD vang rertuang dalam Surit
Tugas,

{2} Surar Tugas sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) diterbitkan oleh:
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. Bupan untuk penjatanan dinas jabatan luar negen vang dilakukan oleh
Bupat, Wakil Bupati, Pimpinas/Anggota DPRD, Sekretaris Daerah.
Asisten Sekretaris Dacrah, Stat Ahb Bupar:, Staf Khusus Bupati. kepala
SKPD. Pegaw o Negen dan Pibak Lainnsa;

L. Bupati dan/«stau wakd Bupau untuk peralanan dinas jabatan dalam
negert vang dilakukan olel Bupatt, wakil Bupari, Sekretans Dacrah.
Asisten Schietans Daerah, staf Ahll Bupat. staf khusus Bupatic Kepala
SKPD

c. Pmmpinan DPRD unrak perfalanan dinas jabatan dalam negeri sang
cdilakukan oleh Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD;

d. hepala SKED. selam Sekrerans Daerab. untuk peralanan dinas jabatan
dalam negen vang dilakukan oleh pejabar strukiural dany atau siafl
pada masmg-masing SaPly;

e Sekretaris Dacrah untuk Perfalanan dinas jabatan dalam neger vang
dilakulam oleh pejabat strukrural dan/ataun staf pada masing masing
Bagan:

L Sekretans DPRDY untuk perjalanan dinas jabartan dalam neger cang
dilakukan oleh Sekretarts. setelah mendapatkan persetujuian Sekretaris

Naerah:

Pasal 7

(11 SPT diterbithan atas dasar surat andangan kedinasan, surat panggilan
kedinasan. dan kepentingan tugas pokok dan tungs: SKPD dan atau

kepentinmgan Pemerintah kabupaten Penukal Abab Lematang [hr.

(2 SPPD dikeluarkan atas dasar SPT vang telah diterbithan oleb penbat vang

berwenane,

131 80T dan SPPD sebagarmana dimaksud pada avat {1 dan (20 dibuat sesuas
dengan format sebagmumana tercantum dalam Lamprran | dan H Peraturan

IR
Pasal 8

Hhe SPT dan SPPD dinandatangam eleh pejabat vang  berwenang,  dengan
ketentuan sebagm berkut -
a. Perjalanan dinas luar Provinst Sumatera  Selatan ditentukan sebagan

berkut ;

~




1 SPT dan SPPDY bagr Bupari dan Wakil Bupati ditandatangant oleh

Bupati atau Wakil Bupau.

2.8PT untuk Pejabat Esselon 1l Pejabat Fsselon it kepala SKPD dan

hepala  Bagian  lingkup  Sekretarat Daerah ditandatangant oleh
Bupat/Wakil Bupat apabila Bupari/Walkil Bupati ndak  berada
ditempat  dan mempunvail dasar sural uadangan kedinasan s surat
panggilan kedinasan oleh Instansi Pemerintah sesuai Tugas Pokok dan
Fungst SKPD  ditandarangam  oleh  Sekretans Daerah, dan SPPD

ditandatangani oleh Sekretans Daerah,

J.8PT dan SPPD untuk Pejabat Eselon HE dan Pejabar Eselon [V dan siaf

dan  Pepawai  Tidak  Tetap  diingkungan  Sckretaris Daerah
ditandatanganm oleh Sekretaris Daerah,

4. 85PT dan SPPD untuk Pjabar Eselon IV Siat dan Pegawar tidak tetap
pada  Dinas,  Badan., Inspekiorat,  Sckrertariat DPRD, RKantor i
tandatangani oleh Kepala SKPD.

3.5PT dan SPPD untuk Sekretaris Kecamatan Eselon IV Stal dan Pegawad

tidak retap kecamatan ditandatangani oleh Camat
Perjatanan Dinas dalam Provins drtentukan sebagat berikut :

1.8PT dan SPPL bagl Bupat dan Wakil Bupan duandarangam oleh
Bupat.

2.5PT dan SPPEH Sekretaris Daerah ditandatangam olely Bupati / Wakil
Bupaty,

3.3PT dan SPPD untuk Pejabar Eselon H, Pejabat Eselon 11 Kepala SkiPD
dan kepala Bagian hogkup Sekrerariat Daerah ditandatangani oleh

Sekretaris Daerah.

=
-

Perjalanan Dinas dalam daerah ditentukan sebagal berikut

SPT dan SIPPD bapr Bupai dan Wakil Bupan dirandatangam oleh
Bupat:.

A SPT dan SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupat / Walkal
Bupati.

3. 8PT dan SPPD untuh Pejabat Esseion I b ditandatangam  oleh
Sekretans Daerah.

4+ 5PT dan SPPD untuk Camat. Esselon HiL Esclon IV odan Stal

ditandatangani oleh kepala SKPD.

. Penandatanganan SUPT dan SPPD untuk Tim Gabungan SKPD ditentukan

sebayvar berikut -




b Dalam Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Dasrah
2 Dratam Provinsi dan Luar Dacvah Luar Provins: - SPT ditandatangani oleh

Bupat dan SPPD oleh Sekretarts Daerah.

e SET dan SPPD dalam daerah untuk Tim pemenksa Inspektorat dalam
melaksanakan Tugas Pokok dan Fungs Inspektorat ditandatangani oleh

Inspektur

. Lama perialanan dinas dalam 1 [satu) bulan tidak melebibn 18 idetapan
betast har kerja, Kecualt bagt Tim Pemeriksa inspektorat. Ajudan. Humas,
dan Protokol serta Sopir Bupau / Wakil Bupati vang Jumiah orangnia

disesukan dengan kebutuhan,

g Penalanan Dinas Luar Negeri
SPT dan SPPD untuk Pejfabar Essclon 1L 1L IV dan Staf di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Penuhal Abab Lematang (e ditandatangam oleh

Bupati.

12} SPT dan SPPD unrtuk kegiatan Rapat rapat koordinasi din honsultast ke Luar
Paerale Kode  Rekening xaxoxasxxx.01.18  dan kegiatan  Rapat-rapat
koordinasi dan Ronsultasi ke Oalam  fraerah soxxox oooxy.01 19 Gerlaku

ketentuan Pasal 8 avat |1y,

th ST dan SPPD Permdanan Dinas kegiatan selam tersebut pada pasal 8 avat {20
ditandatangant oleh Pengguna Anggaran, kecuali untuk Peiabat toselon |

tetap berlaku pasal 8 avat (1)

(D) SPTO3PPD dan Lama Perjalanan Dinas untuk Phmpinan dan Anggota DIRD
ciatur oleh Pimpinan DPRD dengan mempedomani iketentuan vang beclahu,

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

(1) Bupat. Wakil DBupati. PimpinansAngeota DPRD, Pegawas Negert Sipil dan
Pegawai Tidak Tetap vang melakukan Penalanan Dinas  (henkan biava
perjalanan dinas

(21 Bina perjaianan dinas sebapamana dimaksud pada avar {1 terdin atas
komponen - komponen .
4. Uang Harian:

bho Biava Transport

. Hava Penginapan:

d. Lang Refresentast:




e Sewa hendaraan Dalam kota.

{3) Uang Harian sebapaimana dunaksued pada asar (2) hurul a rerdin atas:

a.  Lang Makan;

L. Uang Saku: dan

o Uang Transport Lokal.

i+ Brava Transport sebagaunana dimaksud pada ada avar 23 huru! b terdin
atas;

A Perjalanan  dinas dart tempat kedudukan SATHPAl  empal  tyjuan
keberangkatan  dan kepulangan  termasuk biava ke  tormunal
hus/stasiun {bandara/pelabuhan keberanghatan.

b, Buava  vang chpungut  diterminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan
keherangkatan dan kepulangan.

151 Brava penginapan sebagamiana dimaksud pada avat (21 hurut ¢ merupakan
bava vang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat men@nap
Lmnva, dibavacrkan sesuai biava ril (ot cost).

6] Dalam hal petaksana perjalanan dias ndak menggunakan baava penginapan
schagaimana dimaksud avar 13), berlaku ketentuan sehagat bertkur -
A, Priaksanaan pervizianan dinas diberikan hiaya pengmapan scbesur 300,
{ tiga puluh persen | dari taril hotel di kota tempa! tjuan sescal dengan
tingkat pelaksanaan perjalanan dinas:
b Biava penginapan sebagaimana dimaksud pada hurutl a dibavarkan
secara ril [at Costl
(7] Uang refresentasi sebagaimana dimaksud pada avatily huwrut d diberkan
kepada Pejabar Negara, Pejabat Eselon 1 serta Pimpinan dan Anggota DPRD
&) Biava Transport dalum rangka perjalanan dinas vang tidak menggunakan
kendaraan dinas dibertkan iava transport sebdagaimana vang tercantur
dalam lampian X peraturan ini

(91 Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimahsud avatity huruf e diberikan
kepada Bupat: dan Wakil Bupat. dan sudah  termasuk brvva untuk
pengemudi. bahan bakar minsak dan pajak.

H10) Rincian Biaya Perialanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada avar {2
dicantumkan pada Kincian Biava Peralanan Dinas sesual dengan format
sehagammana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan ini

Pasal 10

{1 Biava Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Dasal A,
digolungkan dalam 4 tempat tingkat, vairu
al Tingkat A terdin dar:
1 Tinglkat AT untuk Bupatl, ketua DPRD
2) Tingkat A2 untuk Wakil Bupat dan Wakil ketua DPRD
by Tmgkat B terdirt dar
B Tingkat BT untuk Sekda dan Anggota DPRD

2) Tingkat B2 untuk Pejabat Eseton b
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(2}

(.3

(1

t24

¢) Tmgkat C terdini dari:
11 Tingkat C1 untuk Pejabat Eselon Hla Gol IV
21 Tingkat C2 untuk Pejabat Eselon {1ib Gol il
31 Tingkat C3 Eselon 1V Gaol HI

di Tingkat D> untuk PNS Got 1l dan Goll

Biava perjalanan dinas untuk pegawai tidak tetap dan  pihak lainna
disetarakan sesua dengan biava penatanan dinas PNS golongan 1. dan tidak
diperkenankan menggunakan fasiiitas biava transpot pesawat.

Biava perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas

sehagaimana dunaksud pada avar (1}, dengan ketentuan sebagai berikat -

a. Uang Hanan dan Uang Representast dibavarkan secara lumpsum dan
merupakan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran iV
peraturan ini.

L. Biava Transport dibayarkan sesuai dengan biava rill  sebagaimana
rercantum dalamy Lampiran V' dan berdasarkan fasilitas transpon
sebagaimana  tercantum dalam  Lampiran V0l untuk biava transport
pesawal merupakan batas tertinggi:

. Biaya Transport vang belum termasuk dalam lampiran V Peraturan ini.
mengacy  kepada Peraturan Menteri Keuvangan  Repubhik  Indonesia
Nomor ¢ 65/PMK 02/2015 tentang Standar Bunva Masukan Anggaran
2016

d. Biaxa Penginapan  dibayarkan  sesear dengan biava  viil  far cost)

sebagaimana tercantum dalam Lampivan Vi Perataran ini:

Pasal 11

Perjalanan  Dimas Jabatan untuk mengikuti rapat. semimar.  sostalisast,
bimbingan teknis  dan sejenisnva sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf b vang pesertanva diwajibkan menvetor uang konrmbusi untuk biava
makan. vang haran dibayarkan secara penuh untuk doa har vaitu 1 (satu!

harr untuk keberangkatan dan 1 {satuj han pada saat kembali:

Dalam hal hiava Pernalanan hinas Jabatan untuk mengikuti Pendidikan dan
Pelatthan Struktural dan Fungsional. berlaku ketentuan sebagar berikur ;
a. Pendudikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional vang ditkuti adalah
vang diselenggarakan oleh Lembaga/instansi Pemerintah:
1

b Lang larnan dibavarkan secara penuh dibenkan 1 (satu) hari untuk

keberangkatan dan | (saru) hari pada saat kembaln

11
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¢, Selama Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Strukiural dan Fungswonal
vang dilaksanakan lebih dart 7 {tujuh) hari, diberikan Uang hanan Lhklat
vang besaran perharimva sebagaimana tercantum dalam Lampiran v

Peraturan i,

Pegawai Negert Sipd dan SKPD kecamatan vang melaksanakan perislanan
dinas ke Desa/Kelurahan, hamva dibertkan Uang Harian sebagaimuna yang
tercantum dalam lampiran iV Peraturan .

Standarisast Bahan Bakar Minvak untuk kendaraan dinas datam rangka
perjalanan  dinas  diberikan  sesuat  dengan  jumlah liter sehagaimana
tercantum dalam Lampiran VI Peraturan inn

Uang Harian Perjalanan [hnas Luar Negeri sama dengan uang harian luar
kota, untuk blava pesawat dan penginapan berdasarkan at cost (brava mvatag.
Transport menuju Bandara SMB i dan dari SMB U ke tempar kediaman

diatur pada Standar Bimyva Umum di Biava perjalanan dinas riil.
Pasal 12

Biava Perjalanan Dinas jabatan  dibavarkan  sebelum Peralanan Dinas

Jabatan dilaksanakan:

! Dalam  hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan. biava

Perjalanan Dinas Sebapaimana dimaksud pada avar {1 dapat & bhavarkan

setelah Perjalanan Dinas Selesal
Pasal 13

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebilu jumlab han vang

ditetapkan dalam Sural Tugas/ 3PPD dan tdak disehabkan oleh kesatahan/

kelalaian Pelaksana SPPD. maka dapat diberikan tambahan hava petjaianan

dinas;

Tambahan buna perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada avat 1

dimintakan  kepada  PPK O SKPD  untuk  mendapat  persctujuan dengan

melampirkan dokumen berupa.

4. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dar Svahbandar/ Kepala Bandara/
Perusahaan jasa transportast lainnya: dan/atau

b, Surat keterangan perpanjangan tugas dan pember tugas

Herdasarkan dokumen scbagaimana dimaksud pada avat {2} PPk ShkPD

membebankan  tambahan  bimva  perjalanan  dinas  pada  DPA Shi?l

bersangkutan:

3z




(3} Tambahan biava perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada avar {1]. tidak
dapat dipertimbangkan apabila diluar ketenwuan sebagaimana dimaksud
didam Pasal 5.

(3} Dalam hal jumlah han pelaksanaan perjalanan dinas kurang dart jumlan harn
vang ditetapkan dalam SPPD. maka Pelaksana SPPD harus mengembalikan

kelebihan perhitungan binva perialanan dinas kepada PPR SKPD.

BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

BAB 14

{H Hiava Perjatanan Dinas Pindah dibayarkan secara Lumpsum.

-
ot
e
vy
—

(21 Taril Perjalanan Dinas Pindah  sebagaimana  dimahksud pada

sebagaimana tercanium dalam IX Peraturan int.

BAB VI
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

(17 Pembavaran biava perjaianan dinas diberikan dalam batas pagu anpgaran
vang tersedia dalam DPA - SKPD bersangkutan  dan dilakukan melalul
nekanisme UF atau Pembavaran Langsung (LS

{2} Pembasaran biava Perialanan Dinas dengan mekanisme UP dilakuhan dengan
memberikan  uang  muka  kepada  Pelaksana  SPPD o oleh Bendabara
Pengelaaran,

(31 Pemberian uang muka sebagaimiana dimaksud pada avat (2). berdasarkan
persetijuan pemberian uang muka dart Pejabat Penatausahaan ketangan
dengan melampirkan dokumen sebaga berntkut:

AL Sural Tugas ataw sural keputusan pidah:
. Fotokopt 3PPD.

¢ witansi tanda terima wang mukas

d. Rincian Biava Perjalanan Dinas.

(4] Pembavaran dengan mekanisme LS dilakukan dengan cara transler dan
Rekening has Umum Daerab kepada: ‘

a. Penvedia jasa alas dasar suatu penhatan.
h. Bendahara Pengeluaran: atau
¢. Pelaksana SPPD.

(3] Pemmbavaran vang dilakukan melalur perkatan dengan pemedia jasa

sehagaimana dimaksud pada avat (4) hurut a melipute
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a. Perjalanan dinas jahatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi vang

meiekat pada jabatan: dan
b. Penjatanan dinas jabatan dalam rangka mengikuty rapat, semnar dan

SCJCNISIVA.
Perikatan dengan penvedia jasa sebagaimana dimaksud pada avat (4] hurut a
meliputi biava transport termasuk pembelian/ pengadaan vket dan/atau
brava pengmapan vang dilakukan terhadap event organizer. biro jasa
perjalanan, perusahaan jasa transportas:) dan perusahaan msa perhotelan/
penginapan:

Penetapan penvediaan jasa sebagaimana dimaksud pada avat 16) dilakukan
sestat Retentuan  sang  mengatur  tentang  pengadaan  barang/  jasa
pemerintih:

Kontrak/perjanjian dengan penvedia jasa dapat dilakukon untuk 1 {satua)
paket kegtatan ataw untuk kebutuhan periode tertentu:

Nilai satuan harga dalam kontrak/ perianjian tidak diperkenakan melebitn
taril 1iket resmi vang dikeluarkan oleh perusahaan jusa transportasi atau

tarit’ penginapan/ hotel resmi vang  dikeluarkan oleh  penvedia  jasa
penginapan;/ hotel;

Pembavaran kepada penvedia jasa didasarkan atas 1aghan kepada PP
SKPD terhadap prestasi kerja vang telah diselesatkan sebagaimana dhatur

dalam kontrak/perjanpan.
Pasal 16

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan. biasa

pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD bersanghkutan:

Dokumen vang harus dilampirkan  sehubungan dengan  pembatalan

sebagaimana dimaksud pada avat (1) mehputi;

a. Surat Permyvataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dan
atasan pelaksana SPPD vang serendah-rendahnsa Pejabat BEsselon 11
sang dibuat sesuail lormat sebagaunana tercantum dalam lampuran M
vang merupakan bagran tidak terpisahkan dart Peraturan Bupan it

b. Surat Pernvataan Pembebanan Biava Pembatalan  Perjalanan Dinas
Jabatan dibuat sesuail format sebagaimana tercantum dalam lampiran &
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dar perataran Bupatt ini

¢ Surat Pernvataan/ Tanda Bukti Pengembalian Brasa Transport dan/ arau
biava  penginapan  dari perusahaan  jasa  transportast  dan/atau

penginaparn vang disahkan oleh PP



(3} Biava pembatalan vang dapat dibebankan pada DPA SKPL sebagaimana
dimaksud pada avat (1), vaitu:
a. Biava pembatalan nket transportast atau blaya pengmaparn: atau
b. Sebagian atau seluruh biava nket transportasi atau blava penginapan

vang tidak dapat dikembalikan/ refund.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 17
{1 Pelaksana SPPD mempertanggungiawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas
Jabatan kepada pemben tugas dan hiava perjalanan dinas jabatan kepada
PPK SKPD paling lambat 5 {hma] han kerja setelah perjalanan dinas

dilaksanakan.

{2) Pertanggungjanaban  biava  Perjalanan Dinas jabatan  sebagarmana
dimaksud pada avat {1} dengan melampirkan dokumen berupa:
a. Surat Tugas vang sah dart atasan Pelaksana SPPD:
b SPPD vang telah ditandatangam oleh pejabat atau pihak terkait vang
mernadi tempat tuuan Perjalanan Dinas jabaran;

. Tiket pesawat. boarding pass. airpot  tax. retribusi. dan bukn
pembavaran transportast unova:

d. Dafrar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercanwum
dalam lampiran Xil vang merupakan bagian tdak terpisahkan dari
Peraturan Bupatiini:

¢, Bukt pembavaran vang sah untuk sewa kendaraan dalanm kota berupa
kuwitansi atau bukti pembavaran lainnva vang dikeluarkan oleh badan
dsaha yvang begerak di bidang jasa pein ewaan kendaraan: dan

{0 Bukt pembavaran hotel atau tempat penginapan faimnya.

(31 Terhadap Pengeluaran vang tidak dapat didukung dengan bukti, maka
pertanggungjawabanma  dapat  menggunakan  Daftar Pengeluaran Rl

sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurut &

i4) Pertanggungjawvabhan  biava Perjalanan  DNDinas  Pmdah sebagaimana
dimaksud pada avar (1) dengan melampirkan dokumen berupa -
a. Fotokopt surat keputusan pindah:
b SPPD vang telah ditandatangani pithak vang berwenang,;

. Rkwitansi/ bukti penerimaan untuk uang harian:
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d. kwitansi/ bukti penerimaan unruk biava transport: dan
e kwitansi/ bukti penerimaan untuk bhiava pengepakan dan angkutan

barang.

Pasal 18

(11 PPK SKPD melakukan perhitungan rampung seluruh bukt pengeluaran biava
perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran:

(21 PPR SKPD bherwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran afas biava-
biayva vang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Rl sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 avat (2) huruf d:

{31 PPK SKPD mengesahkan bukt pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
avat (1} dan menvampaikan kepada  Bendahara Pengeluaran  sebagan
pertanggungiawaban  UP  atau  bukti  pengesahan  Surat  Permintaan
Membavar/ Surat Permmtaan Pencaran Dana (SPM/SP2D)) LS Perjalanan
Dinas,

Pasal 19

Pihak-pihak vang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga

sebenarnya (mark up). dan/ atau perjalanan dmas rangkap {dua kali atau lehih)

dalam pertanggungiawaban perjalanan dinas vang berakibat Kerugian vang
diderita olch Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir. bertanggung

Jawab sepenuhnyva atas seluruh tindakan vang dilakukan.

BAB X
Pasal 20
{1] kepala SKPD/Pengguna Anggaran menyvelenggarakan pengendaban internal
terhadap pelaksanaan penjalanan dinas.
{2} Pengendahan internal sebagaimana dimaksud pada avar (1) dilaksanakan

sesuat ketertuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
Umuk Perjalanan Innas Kehiar Negen dilaksanakan sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan vang berlaku.

16



BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peda saat Peraruran Hupati int berlakua. maka Peraturan Bupatit Pennukat Abab
Lematang iy Nomor - 003 Taliun 2015 teniang Standar Dicva Perjglanan Dinas
Jabatan bagi Jabatan Bupati, Wakil Bupatn Prmipman DPRD. Angeota DPRLD.
Pegawar Negert Sipi! dan Pegawn Non PNS tahun 20015 1 limgkungan Pemerintal
Rabupaten Penukal Abab Lematang e dinvataban gdak betlaku lag

Pasal 23
Peraturan Bupat in mulian berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar scuap orang mengetahwinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupatn i dengan penempatanma dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal abab
Lematang

Dutetapkan o Talang Ut
Poada tangeal, 01 Febroan 2010
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dto
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